
MK Uji Materi Kewenangan MA Meinutus Sengketa Hasil Pilkada Aceh

Jakarta. 18 Mei 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. If Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh pada Kamis (1815) puku1 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 201PUU-XW2017 ini dialukan o1eh Said Syamsul Bahn
dan H. M. Nafis A. Mariaf dengan materi yang dinji, yaitu;

Pasa1 74 ayat (2):
"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat die^^kan o1eh pasangan o810n kepada
Mahkamah Agung daiam waktu pairng lambat 3 (toa) herikeda setelah hasilpemilihan ditetapkan. "

Pasa1 74 ayat (4):
"Mahkamah Agung mein urus sengketa basil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(I).
ayat(2). dan ayat(3) paling lambat 14 (empat belas) han sejak direrimanya permohonan keberatan. "

Pusa1 74 ayat (5):
"Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa basilpenghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada: a. KIP; b. pasangan calon. ' c. DPRA/DPRK; d. Gubemunbupathvalikota; dan e
parta' porn^ atau gabungan partai pontik. partai pontik jokel etau gabungan partai pont^^ 10kal, ateu
gabungan partaipolitik dengan partaipo"tik jokelyang mengaj'ukan calon. "

Pasa1 74 ayat (6):
"Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) beratst final dan
mengikat. "

Pemohon merupakan Calcn Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan o1eh Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya sebagai calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati of
Aceh Barat Daya dengan Nomor Urut 4. Namun. pada tangga1 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Urnum
Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 681KPU/1120/7 perlhal pengalihan pelaksanaan tugas KIP
Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh. Menindak Ianjuti Surat KPU tersebut. pada tangga1 21
Januari 2017 KIP Aceh meIakukan rapat PIeno dan hasilrapatnya dituangkan didalam benta acara Nomor
161BA-KIP Aceh/1120/7
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Selanjutnya, setelah mengambil ajih pelaksanaan tugas dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal
21 Januari 2017, KIP Aceh meIakukan koreksi alas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wekil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017.
dan mencoret para Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya
Pencoretan tersebut hanya bedarak 24 hari dari han pemungutan suara pada tangga1 15 Februari 20, 7. yang
inaria Pemohon menilai haltersebut me langgar Pasa1154 ayat(12) UU 10/2016

Menyikapi haltersebut. pada tangga1 28 Februari 2017. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa perselisihan perolehan hasil pilkada ke Mahkamah Agung beadasarkan Pasa1 74 UU tv2006.
Namun pada tangga113 Maret 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan para Pemohon daiam Putusan
Nomor OilsHP. KIP/20.7 dengan pertimbangan hukum bahwa obiek permohonan Bupati dan Wakil Bupati
Aceh Barat Daya yang dialukan Dieh para Pemohon merupakan kewenangan absolut dan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud daiam ketenluan Pasa1157 UU 10/20/61

01eh karena itu, daiam petitumnya, Pemohon me minta MK untuk menyatakan bahwa Pasa1 74 ayat (2). (4).
(5) dan (6) Undang-Undang Nomor If Iahun 2006 tentsng Pemerintahan Aceh balentangan dengan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak meinpunyai kekuatan hukum
mengikat

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konglilusi adalah salah salu pelaku kekuasaan kehakiman yang diben!uk herdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kenga
Pemben!ukannya dikukuhkan dejam Undang. Undang Nomor 24 Tahun 2003 Ieniang Mahkamah Kons!11usi
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Rakyal mengenai dugaan pelanggaran o1eh Presiden danlalau Wak, I Presiden menuiul Undang-Undang Dasar
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